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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016.  

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Surabaya Tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan 

realisasi Program. 

Pada Tahun 2016 ada 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai. Hasil 

penilaian atas pelaksanaan kinerja selama Tahun 2016  dapat dijabarkan sebagai 

berikut :  

 

TUJUAN 1: 

Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa 

Tujuan tersebut dicapai melalui indikator yaitu : 

Indikator : Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi 

barang dan jasa 

Capaian Indikator 284.00% (dari Target 11% terealisasi 31,24%) dilaksanakan 

melalui sasaran meningkatkan kapasitas produksi usaha mikro. 

 

SASARAN TUJUAN 1 :  

Meningkatkan kapasitas produksi Usaha Mikro 

Sasaran strategis tersebut dicapai melalui  indikator kinerja dan  program, yaitu : 

Indikator Kinerja : Persentase peningkatan kapasitas produksi. 

Capaian Indikator 312.40% (dari Target 10% terealisasi 31,24%) dilaksanakan 

melalui Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil. 

 

TUJUAN 2: 

Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

Tujuan tersebut dicapai melalui indikator yaitu : 

Indikator : Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non 

perizinan 

Capaian Indikator 108,96 % (dari Target 76% terealisasi  82,81 %) dilaksanakan 

melalui sasaran menurunnya jumlah pelanggaran di bidang perdagangan. 
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SASARAN TUJUAN 2 :  

Menurunnya jumlah pelanggaran di bidang perdagangan 

Sasaran strategis tersebut dicapai melalui  indikator kinerja dan  program, yaitu : 

Indikator Kinerja  : Persentase penurunan jumlah pelanggaran di bidang 

perdagangan. 

Capaian Indikator tidak tercapai dengan penjelasan (dari target penurunan 5% 

terealisasi peningkatan 18,75 %) dilaksanakan melalui Program Perlindungan 

Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

 

TUJUAN 3: 

Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik. 

Tujuan tersebut dicapai melalui indikator yaitu : 

Indikator : a. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan 

          b. Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan  

    prasarana perkantoran 

Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan adalah 101,44 % (dari 

Target 75% terealisasi 76,08 %) dilaksanakan melalui sasaran mengelola sarana 

dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah. Sedangakan 

untuk capaian indikator Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan 

prasarana perkantoran adalah 114,62 % (dari target 60% terealisasi 68,77%) 

 

SASARAN TUJUAN 3 :  

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat 

daerah. 

Sasaran strategis tersebut dicapai melalui  indikator kinerja dan  program, yaitu : 

Indikator Kinerja  : Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi 

Perkantoran Perangkat Daerah. 

Capaian Indikator 102.31 % (dari Target 100% terealisasi 102.31 %) dilaksanakan 

melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana Aparatur.  
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No.53 Tahun 2014 

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian  Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap SKPD berkewajiban 

menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang  dilaksanakan 

berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja (Renja) yang  dibuat sebelumnya. 

LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi    pencapaian kinerja 

berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan  sebelumnya sehingga 

prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) 

dapat diwujudkan.  

Atas  dasar  hal-hal  tersebut,  Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Surabaya  telah  menetapkan  target  kinerja tahun  2016,  dan  dilanjutkan  

dengan  melakukan  monitoring  dan  pengukuran  kinerja  yang telah  dicapai  

kemudian  dituangkan  dalam  LKj  Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun  

2016  sebagai  wujud akuntabilitas  dari  mandat  yang diemban  serta  dalam  

rangka  menilai  efektivitas  pelaksanaan  program  dan  kegiatan.  LKj Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian ini menginformasikan input,  output,  outcome,  

dan  benefit dari setiap  pelaksanaan  program dan  kegiatan  tahun 2016. 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud  dan  tujuan  Penyusunan  LKj  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Tahun  2016  yaitu :  

1. Sebagai  sarana  pertanggungjawaban  kinerja  pelaksanaan  tugas  dan  

fungsi  Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada  Walikota dan seluruh 

stakeholders;  

2. Sebagai  sarana  evaluasi  atas pencapaian  kinerja  Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian tahun  2016 dalam upaya  memperbaiki  kinerja  pada  tahun  

berikutnya;  dan   

3. Sebagai  bahan  masukan  untuk penyempurnaan  dokumen  perencanaan,  

pelaksanaan  program  dan  kegiatan  yang  akan datang.  
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1.3 Gambaran Umum 

a   Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi 

Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 8 Tahun 2008  Tentang Organisasi Perangkat Daerah 

serta Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas 

dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, terdiri dari: 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris, di dalam menjalankan tugas dibantu oleh: 

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan 

3. Kepala Bidang Perdagangan, di dalam menjalankan tugasnya dibantu 

oleh: 

3.1.  Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri 

3.2.  Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri 

4. Kepala Bidang Industri, di dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh: 

4.1.  Kepala Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan 

4.2.  Kepala Seksi Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka 

5. Kepala Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan, di dalam 

menjalankan tugasnya dibantu oleh: 

5.1.  Kepala Seksi Promosi 

5.2.  Kepala Seksi Pendaftaran Perusahaan 

6. Kepala UPTD Metrologi Legal, di dalam menjalankan tugasnya 

dibantu oleh: 

6.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

6.2 Kepala Sub Unit Massa dan Timbangan 

6.3 Sub Unit Ukuran Arus, Panjang  Dan  Volume 
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Gambar 1.1 

Bagan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya  

berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 
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Gambar 1.2 

Bagan Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal 

Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya 

berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 8 Tahun 2008  Tentang Organisasi Perangkat Daerah 

dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian 

Tugas dan Fungsi Dinas sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Tugas Pokok 

dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya adalah 

sebagai berikut: 

TUGAS POKOK 

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi 

dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan perindustrian. 

FUNGSI 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dan 

perindustrian; 

UPTD Metrologi Legal 

Sub Bagian Tata Usaha 

Sub Unit Massa dan 

Timbangan 

 

Sub Unit Ukuran Arus, Panjang 

dan Volume 
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d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

1.4 Landasan Hukum 

1. Peraturan  Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang  Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang 

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akutanbilitas Kinerja Instasi 

Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Revisi 

atas Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah; 

6. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang 

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

7. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan 

Fungsi Dinas. 

1.5 Permasalahan Utama dan Isu-Isu Penting Dalam Penyelengaraan Tugas 

dan Fungsi 

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas selain melakukan evaluasi 

capaian program, juga memperhatikan isu – isu strategis yang dihadapi Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, yang dapat diidentifikasi 

sebagai berikut : 
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1.5.1 Urusan Wajib - Urusan Koperasi & Usaha Kecil Menengah 

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah 

Isu Strategis : 

Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 

tahun 2015 mengakibatkan timbulnya konsekuensi adanya tuntutan 

bagaimana UKM Kota Surabaya mampu bersaing dipasar dalam dan 

sekaligus mampu memanfaatkan peluang terbukanya pasar luar negeri 

dikawasan ASEAN. 

 

Permasalahan : 

Dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut bukanlah hal yang mudah, 

mengingat tantangan dan permasalahan yang melingkupi diri UKM 

masih cukup tinggi. Beberapa permasalahan tersebut dapat diidentifikasi 

antara lain : 

1. Pola pikir dan manajemen usaha yang kurang profesional.  

2. Sarana dan prasarana yang dimiliki UKM masih terbatas.  

3. Kurangnya kesadaran akan legalitas produk.  

4. Kurangnya kesadaran akan standardisasi produk.  

5. Akses permodalan dan pemasaran yang masih terbatas.  

6. Belum adanya sistem informasi yang terintegrasi antara pelaku usaha 

dengan pemerintah kota. 

 

Saran Pemecahan : 

Permasalahan yang teridentifikasi haruslah diupayakan solusi strategis 

guna mampu mengatasi kendala yang dihadapi, dengan 

mempertimbangkan dan memperhitungkan kemampuan sumberdaya 

yang dimiliki. Upaya - upaya Dinas untuk mengatasi permasalahan - 

permasalahan dimaksud adalah : 

1. Pendampingan dalam rangka pembinaan manajemen usaha yang 

profesional guna mengembangkan dan memperluas wawasan dan 

kemampuan manajemen UKM.  
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2. Fasilitasi sarana dan prasarana usaha guna meningkatkan kapasitas 

produksi dan kualitas produk.  

3. Fasilitasi legalitas produk untuk membangun brand image agar lebih 

dikenal dan menciptakan loyalitas konsumen.  

4. Fasilitasi terkait perbaikan standar produk guna mengembangkan 

produk yang berstandar nasional maupun internasional hingga dapat 

diterima pasar secara luas.  

5. Fasilitasi kemitraan dan promosi serta membangun sistem informasi 

yang terintegrasi dalam rangka memperluas akses dan informasi 

pemasaran dan membentuk jaringan pasar. 

6. Membangun sistem informasi yang terintegrasi 

Konsekuensi pemberlakuan MEA di tahun 2015, ASEAN akan menjadi 

pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal, dimana arus barang, jasa, 

investasi dan tenaga terampil, menjadi lebih terbuka dan bebas untuk 

keluar masuk antar kawasan negara ASEAN,  demikian pula atas arus 

modal. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut, sisi 

positifnya adalah lebih terbukanya peluang bagi UKM Indonesia, 

khususnya Surabaya untuk meningkatkan pangsa pasarnya dikawasan 

ASEAN. 

Dengan terbukanya peluang untuk meningkatkan pangsa pasar 

dikawasan ASEAN, maka UKM Kota Surabaya harus meningkatkan 

kualitas dan design produknya agar bisa bersaing dengan produk UKM 

negara – negara ASEAN. Selain itu UKM Kota Surabaya juga harus 

memiliki legalitas produk misal merk, PIRT, halal, SNI agar produk UKM 

tersebut diterima pasar.  

Sebaliknya, tantangan yang dihadapi dengan adanya MEA pada tahun 

2015 adalah bagaimana UKM Kota Surabaya tidak hanya unggul di 

pasar dalam negeri, tidak tergerus dan mampu mengalahkan pesaing 

domestik lainnya maupun pesaing dari luar negeri (impor),  namun juga 

bagaimana mampu unggul di pasar ekspor atau mampu menembus 

pasar di negara-negara lain,  bagaimana UKM bisa berkembang pesat 

(misalnya skala usaha tambah besar, membuka cabang-cabang usaha), 
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bagaimana penjualan/output bisa tumbuh semakin pesat, dan lain-lain. 

Jika tantangan-tantangan tersebut tidak mampu direspon atau dihadapi 

sebaik - baiknya, karena UKM bersangkutan  menghadapi banyak 

kendala (misalnya, keterbatasan modal, teknologi dan SDM berkualitas 

tinggi), maka tantangan-tantangan yang ada bisa menjelma menjadi 

ancaman, yakni UKM Kota Surabaya terancam tergusur dari pasar, atau 

terjadi penurunan produksi UKM. 

1.5.2 Urusan Pilihan - Urusan Perdagangan 

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

Isu Strategis : 

1. Dengan adanya MEA pada tahun 2015, tuntutan untuk mewujudkan 

fair trade dalam kerangka perlindungan konsumen semakin tinggi, 

karena ketidakmampuan untuk mematuhi peraturan perundang-

undangan oleh pelaku usaha dan kurangnya kesadaran konsumen 

akan hak-haknya.  

2. Kemampuan produksi dan persoalan distribusi logistik kebutuhan 

pokok masyarakat. 

3. Masih belum terbangunnya loyalitas konsumen dalam negeri 

terhadap produk dalam negeri. 
 

Permasalahan : 

1. Belum optimalnya diseminasi Undang – Undang tentang Perlindungan 

Konsumen dan peraturan terkait lainnya.  

2. Banyaknya standar perdagangan yang belum dipenuhi pelaku usaha.  

3. Lemahnya kedudukan/posisi konsumen dalam transaksi perdagangan 

terhadap kesesuaian kualitas barang sebagaimana yang seharusnya 

diterima oleh konsumen.  

4. Pelaku usaha tidak mengetahui tertib niaga dibidang perdagangan. 

5. Fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat.  

6. Kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produksi dalam negeri. 
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Saran Pemecahan : 

1. Meningkatkan intensitas dan efektifitas diseminasi Undang-Undang 

tentang perlindungan konsumen dan peraturan terkait lainnya.  

2. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa serta diiringi 

penegakan sanksi yang tegas.  

3. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan 

Konsumen melalui penyelenggaraan BPSK dan peningkatan SDM 

perlindungan konsumen. 

4. Penegakan fair trade melalui penyelenggaraan Pelayanan Tera – 

Tera Ulang pada Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya 

(UTTP).  

5. Peningkatan tertib niaga di bidang perdagangan.  

6. Melakukan intervensi pasar.  

7. Mengoptimalkan Gerakan Aku Cinta Produk Indonesia (ACI). 

 

1.6 Sistematika 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Maksud dan Tujuan 

1.3 Gambaran Umum 

1.4 Landasan Hukum 

1.5 Permasalahan Utama dan Isu-Isu Penting Dalam Penyelengaraan Tugas 

dan Fungsi 

1.6 Sistematika 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

2.1 Perencanaan Strategis 

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 

3.2 Realisasi Anggaran 

BAB IV PENUTUP 



16 | L K j  2 0 1 6  
 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 Perencanaan Strategis 

2.1.1 Visi 

Dalam perencanaan strategis Dinas Tahun 2016 mengacu pada Renstra Dinas 

Tahun 2016 – 2021. Sesuai dengan Renstra Dinas Tahun 2016 -2021 telah 

dirumuskan bahwa visi Dinas adalah : 

“Handal Dalam Pengelolaan Urusan Perdagangan Dan Perindustrian” 

 

2.1.2 Misi 

Untuk mewujudkan Visi Dinas tersebut, perlu dirumuskan Misi, yang 

menggambarkan amanah apa yang harus dituntaskan oleh organisasi agar tujuan 

organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan Visi yang ditetapkan. 

Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya berdasarkan Renstra 

Dinas Tahun Tahun 2016 – 2021adalah: 

 

a. Meningkatkan ketersediaan konsumsi pangan masyarakat 

Penjelasan: 

Ketersediaan konsumsi pangan masyarakat dapat mendorong terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat karena masyarakat dapat terbebas dari kelaparan. 

Upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian guna 

meningkatkan ketersediaan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan 

melakukan intervensi pasar melalui operasi pasar.  

 

b. Membangun sistem manajemen city logistic melalui pemanfaatan 

informasi gudang 

Penjelasan: 

Membangun sistem manajemen logistik city dengan cara mengembangkan dan 

menerapkan konsep city logistic yang terpadu sebagai pusat serta jaringan 

dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional 

melalui pemanfaatan informasi gudang. 
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c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan dan 

perindustrian melalui penggunaan teknologi informasi. 

Penjelasan: 

Pengelolaan urusan perdagangan harus dijalankan secara akuntabel oleh 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya sehingga dampak 

positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Mewujudkan akuntabilitas dalam 

menjalankan tugas dan fungsi organisasi menuntut tata kelola yang didukung 

oleh sistem yang handal dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 

evaluasi. Untuk itu penggunaan teknologi informasi sangat diperlukan untuk 

mendukung kinerja Dinas yang dapat dipertanggunjawabkan. 

 

d. Meningkatkan Produktivitas UMK Kota Surabaya 

Penjelasan : 

Produktivitas UMK yang semakin meningkat akan mendorong usaha menjadi 

berkelanjutan dan semakin berkembang di masa depan. Peningkatan 

produktivitas UMK membutuhkan dukungan beberapa aspek yaitu SDM, 

pemasaran, dan perbaikan manajemen usaha. 

 

2.1.3 Tujuan 

Tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan RKPD Kota 

Surabaya Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dirumuskan sebagai 

berikut : 

a. Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

c. Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik 

 

2.1.4 Sasaran 

Tujuan strategis akan dicapai melalui sejumlah sasaran strategis yang 

menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2016. Adapun sasaran 

dinas sesuai dengan dokumen renja dinas tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja 

Tahun 2016  adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kapasitas produksi Usaha Mikro; 

b. Menurunnya jumlah pelanggaran di bidang perdagangan; 

c. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat 

daerah. 
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2.1.5 Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan yang dimaksud sesuai dengan acuan RKPD Kota Surabaya tahun 

2016 meliputi kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan pendapatan 

tahun 2016 adalah Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian 

keuangan daerah melalui usaha intensifikasi retribusi daerah. 

Untuk mendukung kebijakan Kota maka dilakukan strategi sebagai berikut : 

1. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana serta administrasi keuangan 

yang tepat waktu dan akuntable. 

2. Mengikutsertakan Aparatur yang berkompeten dalam berbagai diklat dan 

penekanan penerapan Good Governance. 

3. Meningkatkan perdagangan yang berkeadilan, efisien dan efektif yang mampu 

memberikan perlindungan kepada konsumen maupun produsen. 

4. Meningkatkan Disiplin Aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat. 

 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya pada Tahun 2016 

menjalankan 4 Program dan 11 kegiatan, yaitu : 

1. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil 

menengah : 

1. Fasilitasi Pengembangan UKM 

2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra 

3. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah 

4. Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri 

5. Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan 

6. Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian 

2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa 

2. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan 

Konsumen 

3. Pelayanan UPTD Metrologi Legal 

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1. Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

1. Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 
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2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 

Sebagai penjabaran dari Rencana Kerja maka disusun Perjanjian Kinerja 

yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Kepala Dinas dengan Walikota 

sebagaimana pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 | L K j  2 0 1 6  
 

Tabel 2.1 
Perjanjian Kinerja Dinas Tahun 2016 

Perjanjian Kinerja Awal Dinas Tahun 2016 PAK Perjanjian Kinerja Dinas Tahun 2016 karena Perwali 26 tahun 2016 tentang Perubahan RKPD Kota 

Surabaya Tahun 2016 

Semula Menjadi 

No Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp) No Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp) 

1. Tujuan :  

Meningkatnya volume 

usaha kecil menengah 

Persentase 

peningkatan volume 

komunitas usaha 

kecil menengah yang 

dibina oleh Dinas 

Perdagangan dan 

Perindustrian 

10% Program 

Pengembanga

n Sistem 

Pendukung 

Usaha bagi 

Usaha Mikro 

Kecil 

Menengah 

15.150.018.995 1 Tujuan :  

Meningkatkan produktivitas 

UMK sektor produksi barang 

dan jasa 

Tingkat pertumbuhan 

produktivitas usaha mikro 

sektor produksi barang dan 

jasa 

11% Program 

Pengembangan 

Sistem Pendukung 

Usaha Bagi Usaha 

Mikro Kecil 

Menengah 

12.343.410.685 

Sasaran :  

Meningkatkan 

keuntungan (profit) usaha 

kecil menengah binaan  

Persentase 

peningkatan 

keuntungan (profit) 

usaha kecil 

menengah binaan 

Minimal 

10 % 

Sasaran : 

Meningkatkan kapasitas 

produksi Usah a Mikro 

Persentase peningkatan 

kapasitas produksi 

10% 

2. Tujuan :  

Peningkatan pengawasan 

peredaran barang dan 

jasa 

Temuan peredaran 

barang/jasa yang 

tidak memenuhi 

standar 

<=20 % Program 

Perlindungan 

Konsumen 

dan 

Pengamanan 

Perdagangan 

2.783.791.656 2 Tujuan : 

Meningkatkan kualitas 

pelayanan publik 

Nilai Kepuasan Masyarakat 

unit pelayanan perizinan dan 

non perizinan 

76% Program 

Perlindungan 

Konsumen dan 

Pengamanan 

Perdagangan 

3.162.256.041 

Sasaran :  

Meningkatkan kepatuhan 

pelaku usaha bidang 

perdagangan dan industri 

Persentase temuan 

peredaran 

barang/jasa yang 

tidak memenuhi 

standar 

Maks 

20% 

Sasaran : 

Menurunnya jumlah 

pelanggaran di bidang 

perdagangan 

Persentase penurunan jumlah 

pelanggaran di bidang 

perdagangan 

5% 

 

 

Program Pendukung Tahun 2016 

3 Tujuan : 

Meningkatkan tata kelola 

administrasi perangkat daerah 

yang baik 

Tingkat Kepuasan Pelayanan 

Kedinasan 

75% Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

1.709.864.679 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.844.732.548 Indeks kepuasan SKPD 

terhadap pemenuhan sarana 

dan prasarana perkantoran 

60% Program Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

1.755.398.001 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.743.427.237 Sasaran : 

Mengelola sarana dan 

prasarana serta administrasi 

perkantoran perangkat daerah 

Kinerja Pengelolaan Sarana, 

Prasarana, dan Administrasi 

Perkantoran Perangkat 

Daerah 

100%   
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan penerapan manajemen  

kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan  

reformasi birokrasi  yang berorientasi pada pencapaian out come dan upaya untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 

 Faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian  Akuntabilitas Kinerja adalah 

1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 

2. Analisis Capaian Kinerja 

3. Akuntabilitas Keuangan 

4. Informasi Lainnya  

 Deskripsi diatas dapat dijelaskan sebagai beikut : 

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya sesuai dengan Perjanjian 

Kinerja Tahun 2016. 

Tabel 3.1 
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2016 

No Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1 Tujuan :  

Meningkatkan produktivitas UMK sektor 
produksi barang dan jasa 

Tingkat pertumbuhan produktivitas 
usaha mikro sektor produksi barang 
dan jasa 

11% 31,24% 284,00% 

Sasaran : 

Meningkatkan kapasitas produksi 
Usaha Mikro 

Persentase peningkatan kapasitas 
produksi 

10% 31,24% 312,40% 

2 Tujuan : 

Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

Nilai Kepuasan Masyarakat unit 
pelayanan perizinan dan non 
perizinan 

76% 82,81% 108,96% 

Sasaran : 

Menurunnya jumlah pelanggaran di 
bidang perdagangan 

Persentase penurunan jumlah 
pelanggaran di bidang perdagangan 

5% Meningkat 
18,75% 

--- 

3 Tujuan : 

Meningkatkan tata kelola administrasi 
perangkat daerah yang baik 

Tingkat Kepuasan Pelayanan 
Kedinasan 

75% 76,08 % 101,44% 

Indeks kepuasan SKPD terhadap 
pemenuhan sarana dan prasarana 
perkantoran 

60% 68,77% 114,62% 

Sasaran : 

Mengelola sarana dan prasarana serta 
administrasi perkantoran perangkat 
daerah 

Kinerja Pengelolaan Sarana, 
Prasarana, dan Administrasi 
Perkantoran Perangkat Daerah 

100% 102,31  % 102,31  % 
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Pencapaian Perjanjian Kinerja atas Tujuan Dinas dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Tujuan 1 : Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa 

Indikator : Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi  

   barang dan jasa 

Target : 11% 

Dari target sebesar 11% telah terealisasi sebesar 31,24% sehingga persentase 

capaian kinerja tersebut sebesar 284,00%. 

Capaian realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan berikut : 

Volume usaha kecil menengah binaan tahun 2016= Rp. 39.387.506.400 

Volume usaha kecil menengah binaan tahun 2015= Rp. 30.010.680.200 

Formulasi Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi 

barang dan jasa adalah = 

Volume usaha kecil menengah binaan tahun 2016 - Volume usaha kecil menengah binaan tahun 2015  x 100 % 

Volume usaha kecil menengah binaan tahun 2015 

Rp. 39.387.506.400 - Rp. 30.010.680.200 x 100% = 31,24% 

Rp. 30.010.680.200 

 
Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan 

jasa diperoleh dari peningkatan volume usaha kecil menengah binaan Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian atas omzet 78 UKM binaan pada tahun 2016. 

Data omzet 78 UKM binaan pada tahun 2016 sebagaimana terlampir dalam 

lampiran laporan kinerja ini. 

 

2. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

Indikator : Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non  

  perizinan 

Target : 76% 

Dari target sebesar 76% telah terealisasi sebesar 82,81 % sehingga 

persentase capaian kinerja tersebut sebesar 108,96%. 

Capaian realisasi Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan 

perizinan dan non perizinan diperoleh dari data survey Bagian Organisasi 

terhadap Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non 

perizinan yaitu sebesar 82,81%. 
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3. Tujuan 3 : Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik 

Indikator : 1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan 

2. Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan  

prasarana perkantoran 

Target Indikator Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan : 75% 

Dari target sebesar 75% telah terealisasi sebesar 76,08% sehingga persentase 

capaian kinerja tersebut sebesar 101,44%. Pengukuran capaian kinerja ini 

diperoleh dari survey kepuasan pegawai tahun 2016. 

 

Target Indikator Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan 

prasarana perkantoran : 60% 

Dari target sebesar 60% telah terealisasi sebesar 68,77% sehingga persentase 

capaian kinerja tersebut sebesar 114,62%. Pengukuran capaian kinerja ini 

diperoleh dari survey kepuasan pegawai tahun 2016. Data hasil survey 

sebagaimana terlampir dalam surat dari Bappeko tanggal 2 Maret 2017 nomor 

072/817/436.8.1/2017 perihal laporan hasil survey kepuasan pegawai tahun 

2016 pada lampiran laporan kinerja ini. 

 

Sedangkan Pencapaian Perjanjian Kinerja atas Sasaran Dinas dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 3.2 
Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2016 

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatkan 
kapasitas produksi 
Usaha Mikro 

Persentase 
peningkatan 
kapasitas produksi 

10 % 31,24% 312,40% 

2. Menurunnya jumlah 
pelanggaran di bidang 
perdagangan  

Persentase 
penurunan jumlah 
pelanggaran di 
bidang perdagangan 

5% Meningkat 
18,75% 

--- 

3. Mengelola sarana dan 
prasarana serta 
administrasi 
perkantoran perangkat 
daerah 

Kinerja Pengelolaan 
Sarana, Prasarana, 
dan Administrasi 
Perkantoran 
Perangkat Daerah 

100% 102,31  % 102,31  % 
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Pencapaian Perjanjian Kinerja atas Sasaran Dinas dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Sasaran Dinas Tujuan 1 : Meningkatkan kapasitas produksi Usaha Mikro. 

Indikator    : Persentase peningkatan kapasitas produksi 

Target    : 10%  

Dari target sebesar 10% telah terealisasi sebesar 31,24% sehingga persentase 

capaian kinerja tersebut sebesar 312,40%. 

Capaian realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan berikut : 

Volume usaha kecil menengah binaan tahun 2016= Rp. 39.387.506.400 

Volume usaha kecil menengah binaan tahun 2015= Rp. 30.010.680.200 

Formulasi Persentase peningkatan kapasitas produksi adalah = 
 

Volume usaha kecil menengah binaan tahun 2016 - Volume usaha kecil menengah binaan tahun 2015  x 100 % 

Volume usaha kecil menengah binaan tahun 2015 

 

= Rp. 39.387.506.400 - Rp. 30.010.680.200 x 100% = 31,24% 

Rp. 30.010.680.200 
 

Persentase peningkatan kapasitas produksi diperoleh dari peningkatan volume 

usaha kecil menengah binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian atas 

omzet 78 UKM binaan pada tahun 2016. Data omzet 78 UKM binaan pada 

tahun 2016 sebagaimana terlampir dalam laporan kinerja ini. 

Sasaran Dinas ini dicapai melalui program Program Pengembangan Sistem 

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan indikator, 

formulasi, target, reliasasi dan capaian seperti tabel berikut : 

Tabel 3.3 

Pencapaian Kinerja Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah 

Program Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian 

Program 
Pengemban
gan Sistem 
Pendukung 
Usaha Bagi 
Usaha Mikro 
Kecil 
Menengah 

Akumulasi 
volume 
usaha kecil 
menengah 
binaan 

(volume usaha UKM 
Binaan 2015 + 
volume usaha UKM 
Binaan t yang diukur 
pada tahun 2016) 

 

Rp.  

68.555 
Juta 

Rp. 69.398.186.600 

(Rp. 30.010.680.200 + 
Rp. 39.387.506.400)         

101,23% 

Persentase 
peningkatan 
volume 
usaha Kecil 
menengah 
binaan 

(volume usaha kecil 
menengah binaan 
2016 - Volume 
usaha kecil 
menengah binaan 
2015)/volume usaha 
kecil menengah 
binaan 2015)x100% 

10% 31,24% 

 

((Rp. 39.387.506.400 - Rp. 
30.010.680.200)/ Rp. 

30.010.680.200*100%) 

 

312,40% 
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Program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan berikut dengan dengan realisasi 

dan capaian rincian kegiatan dan sub kegiatan terlampir pada tabel 

Pengukuran Kinerja.  

1. Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian 

2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra 

3. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah 

4. Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri 

5. Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan 

6. Fasilitasi Pengembangan UKM 
 

Capaian sasaran strategis Dinas pada peningkatan kapasitas produksi 

Usaha Mikro tahun 2016 mengindikasikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya membawa dampak 

positif bagi para pelaku UKM untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi 

melalui peningkatan volume usaha dan profit usaha. Beberapa kegiatan yang 

mampu mendorong meningkatkan volume usaha dan profit usaha, diantaranya 

melalui kegiatan pembinaan (klinik UKM dan pelatihan); pendampingan UKM 

yang dilakukan secara berkelanjutan, serta upaya-upaya promosi (pameran 

dan penyediaan sentra). Selain itu, dilakukan perluasan pasar melalui 

kemitraan dengan pihak ketiga.  

Capaian keberhasilan diatas tidak dicapai dengan mudah, karena sebagian 

besar UKM kurang memahami  bagaimana  pentingnya administrasi 

pencatatan transaksi pembukuanKendala yang dialami oleh Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian berkaitan dengan target kinerja volume usaha 

dan profit usaha UKM adalah tentang perolehan data. Tidak semua UKM 

memberikan data terutama data profit usaha. Padahal, validitas data serta 

kontinuitas perolehan data adalah penting karena akan berdampak pada 

capaian kinerja Dinas serta pada akurasi analisis untuk menentukan tindak 

lanjut dalam rangka meningkatkan volume usaha dan profit usaha UKM. 
 

2. Sasaran Dinas Tujuan 2 : Menurunnya jumlah pelanggaran di bidang  

     perdagangan 

Indikator    : Persentase penurunan jumlah pelanggaran di  

  bidang perdagangan 

Target    : 5% 



26 | L K j  2 0 1 6  
 

Dari target penurunan pelanggaran sebesar 5% ternyata terealisasi 

peningkatan pelanggaran sebesar 18,75% sehingga persentase capaian 

kinerja tersebut sebesar 0%. Capaian kinerja dimaksud menunjukkan bahwa 

jumlah pelanggaran di bidang perdagangan yang ditergetkan menurun, justru 

dihasilkan peningkatan sehingga sasaran dinas tidak tercapai. Namun atas 

pelanggaran tersebut, telah dilakukan tindak lanjut untuk dilaksanakan tera 

ulang pada periode berjalan. 

Capaian realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan berikut : 

Formulasi Persentase penurunan jumlah pelanggaran di bidang perdagangan 

adalah  

= Persentase pelanggaran tahun 2016 – persentase pelanggaran tahun 2015 
Persentase pelanggaran 2015 

=0,76% – 0,64% 
 0,64% 

= 18, 75 % 
 

Sasaran Dinas ini dicapai melalui Program Perlindungan Konsumen dan 

Pengamanan Perdagangan dengan indikator, formulasi, target, reliasasi dan 

capaian seperti tabel berikut : 

Tabel 3.4 

Pencapaian Kinerja Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

Program Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian 

Program 
Perlindung
an 
Konsumen 
dan 
Pengama
nan 
Perdagan
gan 

Persentase 
Peningkata
n Jumlah 
tempat 
usaha 
perdagang
an yang 
tertib ukur 

([Jumlah Tempat Usaha 
Perdagangan yang 
Tertib Ukur tahun 2016 - 
Jumlah Tempat Usaha 
Perdagangan yang 
Tertib Ukur tahun 2016] 
/ Jumlah Tempat Usaha 
Perdagangan yang 
Tertib Ukur tahun 
2015)*100% 

15% 22.03% 

 

((626-513)/513*100%) 

 

 

146,87% 

Persentase 
Peningkata
n jumlah 
Ukur Takar 
Timbang 
dan 
Perlengkap
annya 
(UTTP) 
yang Tertib 
ukur 

([Jumlah Ukur Takar 
Timbang dan 
Perlengkapannya 
(UTTP) yang Tertib ukur 
tahun 2016 - Jumlah 
Ukur Takar Timbang 
dan Perlengkapannya 
(UTTP) yang Tertib ukur 
tahun 2015] / Jumlah 
Ukur Takar Timbang 
dan Perlengkapannya 
(UTTP) yang Tertib ukur  
tahun 2015 x100%) 

3% 29,05% 

 

((26553-
20575)/20575*100%) 

 

 

968,33% 
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Sasaran Dinas ini dicapai melalui program Program Perlindungan Konsumen 

dan Pengamanan Perdagangan yang didukung oleh 3 (tiga) kegiatan berikut 

dengan dengan realisasi dan capaian rincian kegiatan dan sub kegiatan 

terlampir dalam tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan. 

1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa 

2. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan 

Konsumen 

3. Pelayanan UPTD Metrologi Legal 

Sasaran strategis Dinas tahun 2016 yaitu menurunnya jumlah 

pelanggaran di bidang perdagangan, capaian indikator kinerjanya ditentukan 

berdasarkan formulasi perhitungan dari persentase penurunan jumlah 

pelanggaran di bidang perdagangan, dengan target sebesar 5 %. Capaian 

sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan UTTP 

(Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) terhadap 50 (lima puluh) 

lokasi SPBU di Kota Surabaya, sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai 

target output kegiatan. Dibandingkan dengan target pengawasan UTTP Tahun 

2015 sebanyak 25 (dua puluh lima) SPBU, maka terjadi peningkatkan jumlah 

lokasi pengawasan sebesar dua kali lipat (100%), yang dimaksudkan untuk 

lebih memperluas cakupan sampling pengawasan di wilayah Kota dalam 

rangka perlindungan konsumen. 

Pertimbangan pemilihan penetapan pengawasan dibidang perdagangan 

melaui pengawasan UTTP adalah diselaraskan dengan kewenangan Daerah 

sebagaimana telah diatur oleh UU No. 23 Tahun 2014 terkait pembagian 

urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, bahwa sub urusan standardisasi 

dan perlindungan konsumen yang menjadi kewenangan daerah adalah 

pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.  

Selanjutnya, dari hasil pengawasan dimaksud, diperoleh hasil komparasi  

sebagai berikut : 

Indikator 
Realisasi Tahun 

2015 2016 

Jumlah lokasi yang diawasi (SPBU) 25 50 

Jumlah Nozle 470 1050 

Jumlah pelanggaran yang ditemukan (Nozle) 3 8 

Prosentase jumlah pelanggaran (Jumlah nozle yang melanggar : Jumlah 

nozle yang diawasi) x 100% 

0,64% 0,76% 
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Meningkatnya jumlah lokasi pengawasan, menghasilkan tingkat pelanggaran di 

bidang perdagangan dari aspek ketertiban UTTP terhadap Nozle SPBU yang 

ditemukan juga meningkat sebesar 18,75% (dari semula 0,64% menjadi 0,76%) 

yang ternyata berbanding terbalik dari target yang ditetapkan yaitu penurunan 

pelanggaran 5%. Atas pelanggaran yang ditemukan, telah dilakukan tindak lanjut 

pelaporan ke UPTD Metrologi Legal untuk dilakukan tera ulang. 

 

3. Sasaran Dinas Tujuan 3 : Mengelola  sarana  dan  prasarana  serta  

  administrasi perkantoran perangkat daerah 

Indikator    : Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan  

  Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah  

Target    : 100% 

Dari target sebesar 100% telah terealisasi sebesar 102,31% sehingga 

persentase capaian kinerja tersebut sebesar 102,31% 

Sasaran Dinas ini didukung oleh 2(dua) Program yaitu : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Capaian realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan berikut : 

Formulasi Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan  

Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah adalah  

= (Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran + Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur) 

2 

= 106,37% + 98,24% 
                  2 

= 102,31 % 

Hasil survey kepuasan pegawai Tahun 2016 Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian diperoleh dari Bappeko sesuai surat dari Bappeko tanggal 2 

Maret 2017 nomor 072/817/436.8.1/2017 perihal laporan hasil survey kepuasan 

pegawai tahun 2016 sebagai berikut : 
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Tabel 3.5 
Rekap Hasil Survey Kepuasan Pegawai Tahun 2016 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Rincian Indikator Target Realisasi Capaian 

Tujuan : 

Meningkatkan tata 

kelola administrasi 

perangkat daerah 

yang baik 

Tingkat Kepuasan 

Pelayanan 

Kedinasan 

75% 76,08% 101,44% 

Program : 

Prgram Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Indeks Kepuasan 

Karyawan 

terhadap Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

70% 74,46% 106,37% 

Tujuan : 

Meningkatkan tata 

kelola administrasi 

perangkat daerah 

yang baik 

Indeks kepuasan 

SKPD terhadap 

pemenuhan 

sarana dan 

prasarana 

perkantoran 

60% 68,77% 114,62% 

Program : 

Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

Indeks Kepuasan 

Karyawan 

Terhadap 

Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

70% 68,77% 98,24% 

 

Sasaran Dinas ini dicapai melalui Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran yang didukung oleh kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa 

Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang 

didukung oleh kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana 

Perkantoran dengan realisasi dan capaian rincian kegiatan dan sub kegiatan 

terlampir dalam tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan. 

 Capaian sasaran strategis Dinas pada pengelolaan sarana dan prasarana 

serta administrasi perkantoran perangkat daerah tahun 2016 mengindikasikan 

bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kota Surabaya telah sesuai dengan dengan target yang direncanakan, dimana 

target Dinas Perdagangan  Perindustrian untuk  Program  Pelayanan 

Administrasi Perkantoran yang targetnya 70 % terealisasi sesuai dengan hasil 

survey kepuasan pegawai  sebesar  74.46 % , sedangkan untuk Program 
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Peningkatan Sarana  dan Prasarana Aparatur targetnya  70 %  terealisasi 

sesuai dengan hasil survey kepuasan pegawai  sebesar 68.77 % , sedang hasil 

untuk capaian sasaran mengelola sarana dan prasarana serta administrasi 

perkantoran perangkat daerah dengan indikator Kinerja Pengelolaan Sarana, 

Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah yang targetnya 

100 % terealisasi sesuai dengan hasil survey kepuasan pegawai  sebesar  

102.31  %. 

Tabel 3.6 

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran antara Tahun 2015 dan 2016 

No Sasaran Strategis Tahun 

2016 

Indikator Kinerja Target 2016 Realisasi 

1. Meningkatkan kapasitas 

produksi Usaha Mikro 

Persentase peningkatan 

kapasitas produksi 

10 % 31,24% 

2. Menurunnya jumlah 

pelanggaran di bidang 

perdagangan  

Persentase penurunan jumlah 

pelanggaran di bidang 

perdagangan 

5 % Meningkat 
18,75% 

3. Mengelola sarana dan 

prasarana serta administrasi 

perkantoran perangkat 

daerah 

Kinerja Pengelolaan Sarana, 

Prasarana, dan Administrasi 

Perkantoran Perangkat Daerah 

100% 102,31% 

 Sasaran Strategis Tahun 2015 Target 2015 Realisasi 

1 Meningkatkan daya saing 

ekonomi lokal berbasis 

komunitas 

Jumlah kelompok skala mikro 

kecil yang memiliki daya saing 

39 kelompok 39 kelompok 

Prosentase Penyelesaian 

Sengketa Konsumen 

90% 100% 

2 Mewujudkan kemandirian 

Keuangan Daerah 

Penerimaan Retribusi Tera / 

Tera Ulang 

562.553.500 701.880.680 
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Capaian realisasi dari masing – masing program yang diamanatkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat 

pada tabel 3.9 berikut : 

Tabel 3.7 

Capaian Program dan Kegiatan Dinas Tahun 2016 

No 
Urusan/Program

/Kegiatan 
Indikator Program/Tolak 

Ukur Kinerja 
Target Realisasi* Capaian (%) 

Alokasi 
Anggaran 

Realisasi 
Anggaran** 

Capaian (%) 

Keterangan 
(Tercapai 

jika capaian 
program 
/kegiatan 

>76%) 

(Rp) (Rp) 

1 2 3 4 5 6=5/4*100% 7 8 9=8/7*100% 10 

1.1.2.11 Urusan Wajib – Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah       

1.1.2.11.01 Program 
Pengembangan 
Sistem 
Pendukung 
Usaha Bagi 
Usaha Mikro 
Kecil Menengah 

Persentase peningkatan 
volume usaha Kecil 
menengah binaan 

10% 31,24% 312,40% 12.343.410.685 11.369.538.827 92,11% Tercapai 

    Akumulasi volume usaha 
kecil menengah binaan 

Rp68.555.000.000 Rp69.398.186.600 101,23%       Tercapai 

1.1.2.11.01.000
5 

Pelayanan 
Perijinan di 
Bidang 
Perdagangan 
dan 
Perindustrian 

Persentase Keberhasilan 
Pelayanan Perijinan di 
Bidang Perdagangan 
dan Perindustrian 

100% 100,00% 100,00% 1.419.137.444 1.374.974.891,0
0 

96,89% Tercapai 

1.1.2.11.01.000
1 

Fasilitasi 
Pengembangan 
UKM 

Persentase Keberhasilan 
Fasilitasi Pengembangan 
UKM 

100% 78,85% 78,85% 2.316.225.450 2.161.371.547,0
0 

93,31% Tercapai 

1.1.2.11.01.000
9 

Fasilitasi 
Pengembangan 
Usaha Industri 
di Kampung dan 
Sentra 

Persentase Keberhasilan 
Fasilitasi Pengembangan 
Usaha Industri di 
Kampung dan Sentra 

100% 103,82% 103,82% 1.464.255.228 1.353.275.251,0
0 

92,42% Tercapai 

1.1.2.11.01.001
0 

Pembinaan dan 
Pengawasan 

Persentase Keberhasilan 
Pembinaan dan 

100% 100,00% 100,00% 1.753.699.463 1.560.323.952 88,97% Tercapai 
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No 
Urusan/Program

/Kegiatan 
Indikator Program/Tolak 

Ukur Kinerja 
Target Realisasi* Capaian (%) 

Alokasi 
Anggaran 

Realisasi 
Anggaran** 

Capaian (%) 

Keterangan 
(Tercapai 

jika capaian 
program 
/kegiatan 

>76%) 

(Rp) (Rp) 

1 2 3 4 5 6=5/4*100% 7 8 9=8/7*100% 10 

Usaha Industri 
Kecil dan 
Menengah 

Pengawasan Usaha 
Industri Kecil dan 
Menengah 

1.1.2.11.01.000
4 

Penyelenggaraa
n Promosi 
Dalam dan Luar 
Negeri 

Persentase Keberhasilan 
Penyelenggaraan 
Promosi Dalam dan Luar 
Negeri 

100% 126,36% 126,36% 4.624.273.386 4.223.716.802 91,34% Tercapai 

1.1.2.11.01.000
8 

Pembinaan 
Wajib Daftar 
Perusahaan 

Persentase Keberhasilan 
Pembinaan Wajib Daftar 
Perusahaan 

100% 99,32% 99,32% 765.819.714 695.876.384 90,87% Tercapai 

1.2.2.06 Urusan Pilihan - Perdagangan       

1.2.2.06.02 Program 
Perlindungan 
Konsumen dan 
Pengamanan 
Perdagangan 

Persentase peningkatan 
Jumlah tempat usaha 
perdagangan yang tertib 
ukur 

15% 22,03% 146,87% 3.162.256.041 2.353.390.719 74,42% Tercapai 

    Persentase Peningkatan 
jumlah Ukur Takar 
Timbang dan 
Perlengkapannya 
(UTTP) yang Tertib ukur 

3% 29,05% 968,33%       Tercapai 

1.2.2.06.02.000
2 

Peningkatan 
Pengawasan 
Peredaran 
Barang Dan 
Jasa 

Persentase Keberhasilan 
Peningkatan 
Pengawasan Peredaran 
Barang Dan Jasa   

100% 130,12% 130,12% 804.918.919 692.600.427 86,05% Tercapai 

1.2.2.06.02.000
3 

Fasilitasi 
Penyelesaian 
Permasalahan-
permasalahan 
Pengaduan 
Konsumen 

Persentase Keberhasilan 
Fasilitasi Penyelesaian 
Permasalahan-
permasalahan 
Pengaduan Konsumen 

100% 100,00% 100,00% 464.481.929 404.337.084 87,05% Tercapai 
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No 
Urusan/Program

/Kegiatan 
Indikator Program/Tolak 

Ukur Kinerja 
Target Realisasi* Capaian (%) 

Alokasi 
Anggaran 

Realisasi 
Anggaran** 

Capaian (%) 

Keterangan 
(Tercapai 

jika capaian 
program 
/kegiatan 

>76%) 

(Rp) (Rp) 

1 2 3 4 5 6=5/4*100% 7 8 9=8/7*100% 10 

1.2.2.06.02.000
1 

Pelayanan 
UPTD Metrologi 
Legal 

Persentase Keberhasilan 
Pelayanan UPTD 
Metrologi Legal 

100% 159,64% 159,64% 1.892.855.193 1.256.453.208 66,38% Tercapai 

2.2.2.02 Penunjang Urusan - Sarana dan Prasarana Perkantoran       

2.2.2.02.01 Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Indeks Kepuasan 
Karyawan terhadap 
Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

70%  74,46% 106,37% 1.709.864.679 1.475.082.455 86,27% Tercapai 

2.2.2.02.01.000
2 

Penyediaan 
Barang Dan 
Jasa 
Perkantoran 

Persentase Keberhasilan 
Penyediaan Barang Dan 
Jasa Perkantoran 

100% 93,36% 93,36% 1.709.864.679 1.475.082.455 86,27% Tercapai 

2.2.2.02.03 Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Indeks Kepuasan 
Karyawan terhadap 
Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

70%  68,77%  98,24% 1.755.398.001 1.591.527.737 90,66% Tercapai 

2.2.2.02.03.000
2 

Pengadaan Dan 
Pemeliharaan 
Sarana Dan 
Prasarana 
Perkantoran 

Persentase Keberhasilan 
Pengadaan Dan 
Pemeliharaan Sarana 
Dan Prasarana 
Perkantoran 

100% 185,60% 185,60% 1.755.398.001 1.591.527.737 90,66% Tercapai 

 
  Total Anggaran       18.970.929.406 16.789.539.738 88,50% Tercapai 

 

 

Keterangan : * https://econtrolling.surabaya.go.id/index.php/ dan http://www.bappeko.surabaya.go.id/monev2016/ 

        ** https://epayment.surabaya.go.id:9191/akuntansi2016/  
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3.1.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dan Solusi 

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang 

mengalami keberhasilan maupun kekurangberhasilan. Banyak faktor yang 

menjadi pendukung ataupun penghambat dalam pencapaian keberhasilan 

indikator kinerja dalam sasaran, program ataupun kegiatan yang dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

a. Indikator Persentase peningkatan kapasitas produksi 

Indikator  Persentase peningkatan kapasitas produksi telah mencapai 

target yang ditetapkan meskipun masih perlu untuk ditingkatkan. Keberhasilan 

tersebut diperoleh melalui pembinaan yang sistematis dan intensif oleh Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya melalui berbagai kegiatan 

pelatihan ketrampilan, bimbingan teknis fasilitasi, konsultasi serta akses 

promosi melalui ajang pameran-pameran UKM. Sehingga UKM semakin 

berkembang dan menjadi besar dalam skala usaha. 

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, 

Dinas telah melakukan langkah – langkah perencanaan strategis yaitu 

intensitas pengembangan UKM dengan memberikan berbagai pelatihan yang 

aplikatif, pembinaan berkelanjutan serta fasilitasi informasi pasar baik melaui 

promosi online maupun pameran. Selain itu juga peningkatan akses jaringan 

UKM dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya (link and match), 

fasilitasi permasalahan (klinik UKM) serta mendukung terciptanya iklim usaha 

yang kondusif. 

 Dalam hal pencapaian sasaran kinerja terhadap Indikator Persentase 

peningkatan kapasitas produksi tersebut, program yang mendukung adalah 

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah dengan kegiatan yang dijabarkan pada tabel 3.10 berikut ini. 
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Tabel 3.8 

Kegiatan Pendukung Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro 

Kecil Menengah 

No Kegiatan Faktor Pendukung keberhasilan kegiatan 

1 Pelayanan Perijinan di 

Bidang Perdagangan dan 

Perindustrian 

Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses 

masyarakat yang diaplikasikan dengan melaksanakan 

pendataan perusahaan industri/UKM di 31 Kecamatan dan 

terangkum dalam Buku database industri/profil UKM 

2 Fasilitasi Pengembangan 

Usaha Industri di Kampung 

dan Sentra 

Pembinaan dalam bentuk Pelatihan baik manajemen 

maupun keterampilan. Fasilitasi klinik IKM serta 

pendampingan UKM secara berkelanjutan. 

3 Pembinaan dan Pengawasan 

Usaha Industri Kecil dan 

Menengah 

Pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis serta 

pengawasan perkembangan usaha UKM. 

4 Penyelenggaraan Promosi 

Dalam dan Luar Negeri 

Adanya kesesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan pameran 

oleh Pihak Event Organizer dengan rencana penyerapan 

anggaran 

5 Pembinaan Wajib Daftar 

Perusahaan 

Adanya kerjasama yang baik antara Seksi Pendaftaran 

Perusahaan dengan Pihak Pengelola Gedung tempat 

penyuluhan 

6 Fasilitasi Pengembangan 

UKM 

Jumlah UKM yang besar namun akses dan keterbatasan 

terhadap kepemilikan legalitas produk masih lemah 

 

b. Indikator Persentase penurunan jumlah pelanggaran di bidang 

perdagangan 

Indikator Persentase penurunan jumlah pelanggaran di bidang 

perdagangan  masih dapat mencapai target yang ditetapkan namun masih 

perlu untuk ditingkatkan. Sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada 

tahun yang akan datang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya 

telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Meningkatan dan mengoptimalkan peranan UPTD Metrologi Legal dalam 

rangka mewujudkan perlindungan konsumen dan pengamanan 

perdagangan melalui keakuratan pengukuran. 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, perlu adanya penambahan 

jumlah SDM yang diikutkan dalam Diklat Penera Ahli yang diselenggarakan 

oleh Kementrian Perdagangan.  

3. Menambah jumlah peralatan tera / tera ulang sehingga bisa menambah 

ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang yang dapat dilakukan. 
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Dalam hal pencapaian sasaran kinerja terhadap Persentase penurunan 

jumlah pelanggaran di bidang perdagangan tersebut, program yang 

mendukung adalah Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 

Perdagangan dengan kegiatan yang dijabarkan pada tabel 3.11 berikut ini. 

Tabel 3.9 

Kegiatan Pendukung Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

No Kegiatan Faktor pendukung keberhasilan kegiatan 

1. Peningkatan Pengawasan 

Peredaran Barang Dan 

Jasa 

Pengelola usaha di bidang perdagangan dan jasa  

khususnya yang berbentuk toko swalayan telah menyadari 

terhadap peraturan perundangan tentang perlindungan 

konsumen, sehingga terbuka dan sangat kooperatif terhadap 

pelaksanaan pengawasan maupun tindak lanjut atas hasil 

temuan oleh petugas 

2. Fasilitasi Penyelesaian 

Permasalahan-

permasalahan Pengaduan 

Konsumen 

Telah terbentuknya keanggotaan BPSK periode 2016 s/d 

2021 telah disambut baik oleh masyarakat konsumen 

mengingat keputusan yang dibuat dalam rangka 

penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan 

Konsumen memiliki status hukum yang kuat dan mengikat 

dibandingkan jika ditangani oleh Dinas sebelum 

terbentuknya BPSK yang tidak memiliki kepastian hukum 

3. Pelayanan UPTD Metrologi 

Legal 

Perkembangan Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan 

Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah pada 

tahun 2016 sebesar 353.595 unit dari target 131.921 Unit, 

dengan target retribusi tera/tera ulang sebesar Rp 

701.880.680 dan terealisasi Rp 1.191.211.190. sehingga 

persentase capaian sebesar 169,71%. 

Terkait pencapaian realisasi,terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan capaian realisasi begitu besar secara 

kumulatif, diantaranya sbb : 

− terdapat penambahan armada taksi 

− terdapat penambahan ruang lingkup 

− terdapat penambahan cairan di UTTP jenis PU BBM 

− Ada kebijakan dari pemerintah terkait perubahan cairan 

di SPBU 

 



37 | L K j  2 0 1 6  
 

c. Indikator Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan 

Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 

Indikator Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan 

Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah telah mencapai target yang 

ditetapkan meskipun masih perlu untuk ditingkatkan. Keberhasilan tersebut 

didapat dari hasil survey kepada seluruh pegawai yang dilaksanakan dalam 

sistem  di http://bappeko.surabaya.go.id/survey-kepuasan  

 Dalam hal pencapaian sasaran kinerja terhadap Indikator Persentase 

Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran 

Perangkat Daerah tersebut, program yang mendukung adalah Program 

Pelayanan Administrasi Perkantoran  dan Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur dengan kegiatan yang dijabarkan pada tabel 3.12 berikut 

ini. 

Tabel 3.10 

Kegiatan Pendukung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  dan Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana Aparatur 

No Kegiatan Faktor pendukung keberhasilan kegiatan 

1. Penyediaan Barang Dan 

Jasa Perkantoran 

Terpenuhi dan terfasilitasinya  penyediaan barang- barang 

dan alat kerja  sesuai dengan yang di harapkan serta sesuai 

dengan perencanaan yang ada. 

2. Pengadaan Dan 

Pemeliharaan Sarana Dan 

Prasarana Perkantoran 

Terpenuhi dan terfasilitasinya pemeliharaan alat serta 

pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 

 

3.1.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran 

Tabel 3.11 

Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2016 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran (Rp) % Anggaran 

1. Meningkatkan kapasitas 

produksi Usaha Mikro 

Persentase peningkatan 

kapasitas produksi 

12.343.410.685 65.06% 

2. Menurunnya jumlah 

pelanggaran di bidang 

perdagangan  

Persentase penurunan 

jumlah pelanggaran di 

bidang perdagangan 

3.162.256.041 16.67% 

3. Mengelola sarana dan 

prasarana serta 

administrasi perkantoran 

perangkat daerah 

Kinerja Pengelolaan 

Sarana, Prasarana, dan 

Administrasi Perkantoran 

Perangkat Daerah 

3.465.262.680 

 

18.26% 

http://bappeko.surabaya.go.id/survey-kepuasan
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Tabel 3.12 

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016 

No Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Capaian Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Capaian 

1. Meningkatkan 

kapasitas 

produksi 

Usaha Mikro 

Persentase 

peningkatan 

kapasitas produksi 

10% 31,24% 312.4% 12.343.410.685 11.369.538.827 92,11 % 

2. Menurunnya 

jumlah 

pelanggaran di 

bidang 

perdagangan  

Persentase 

penurunan jumlah 

pelanggaran di 

bidang perdagangan 

5% 18,75% --- 3.162.256.041 2.353.390.719 74,42% 

3. Mengelola 

sarana dan 

prasarana 

serta 

administrasi 

perkantoran 

perangkat 

daerah 

Kinerja Pengelolaan 

Sarana, Prasarana, 

dan Administrasi 

Perkantoran 

Perangkat Daerah 

100% 102,31% 102,31% 3.465.262.680 3.066.610.192 88,50% 

 

Tabel 3.13 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

No Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja % 

Capaian 

Kinerja 

% Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 

Efisiensi 

1 2 3 4 5 6=4-5 

1. Meningkatkan 

kapasitas 

produksi Usaha 

Mikro 

Persentase 

peningkatan 

kapasitas 

produksi 

312,4% 92,11% 220,29% 

2. Menurunnya 

jumlah 

pelanggaran di 

bidang 

perdagangan  

Persentase 

penurunan jumlah 

pelanggaran di 

bidang 

perdagangan 

--- 74,42% --- 

3. Mengelola 

sarana dan 

prasarana serta 

administrasi 

perkantoran 

perangkat 

daerah 

Kinerja 

Pengelolaan 

Sarana, 

Prasarana, dan 

Administrasi 

Perkantoran 

Perangkat Daerah 

102,31 88,50% 13,81% 
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3.2 Realisasi Anggaran 

Tabel 3.14 

Realisasi Anggaran 2016 

No 
Urusan/Program/K

egiatan 

Indikator 
Program/Tolak Ukur 

Kinerja 
Target Realisasi* 

Capaian 
(%) 

Alokasi 
Anggaran 

Realisasi 
Anggaran** 

Capaian 
(%) 

Sisa 
Anggaran 

Sisa Anggaran 
Keterangan 
(Tercapai 

jika capaian 
>76%) 

Tingkat 
Efisiensi 

(%) 

(Rp) (Rp) (Rp) % 

1 2 3 4 5 6=5/4*100% 7 8 9=8/7*100% 10=7-8 11=10/7*100% 12 13 = 6-9 

1.1.2.11 Urusan Wajib – Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah             

1.1.2.11.01 Program 
Pengembangan 
Sistem Pendukung 
Usaha Bagi Usaha 
Mikro Kecil 
Menengah 

Persentase 
peningkatan volume 
usaha Kecil 
menengah binaan 

10% 31,24% 312,40% 12.343.410.685 11.369.538.827 92,11% 973.871.858 7,89% Tercapai 220,29% 

    Akumulasi volume 
usaha kecil 
menengah binaan 

Rp68.555.000.000  Rp69.398.186.600 101,23%           Tercapai 101,23% 

1.1.2.11.01.
0005 

Pelayanan 
Perijinan di Bidang 
Perdagangan dan 
Perindustrian 

Persentase 
Keberhasilan 
Pelayanan Perijinan 
di Bidang 
Perdagangan dan 
Perindustrian 

100% 100,00% 100,00% 1.419.137.444 1.374.974.891,00 96,89% 44.162.553 3,11% Tercapai 3,11% 

1.1.2.11.01.
0001 

Fasilitasi 
Pengembangan 
UKM 

Persentase 
Keberhasilan 
Fasilitasi 
Pengembangan UKM 

100% 78,85% 78,85% 2.316.225.450 2.161.371.547,00 93,31% 154.853.903 6,69% Tercapai -14,46% 

1.1.2.11.01.
0009 

Fasilitasi 
Pengembangan 
Usaha Industri di 
Kampung dan 
Sentra 

Persentase 
Keberhasilan 
Fasilitasi 
Pengembangan 
Usaha Industri di 
Kampung dan Sentra 

100% 103,82% 103,82% 1.464.255.228 1.353.275.251,00 92,42% 110.979.977 7,58% Tercapai 11,40% 

1.1.2.11.01.
0010 

Pembinaan dan 
Pengawasan 
Usaha Industri 
Kecil dan 
Menengah 

Persentase 
Keberhasilan 
Pembinaan dan 
Pengawasan Usaha 
Industri Kecil dan 

100% 100,00% 100,00% 1.753.699.463 1.560.323.952 88,97% 193.375.511 11,03% Tercapai 11,03% 
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No 
Urusan/Program/K

egiatan 

Indikator 
Program/Tolak Ukur 

Kinerja 
Target Realisasi* 

Capaian 
(%) 

Alokasi 
Anggaran 

Realisasi 
Anggaran** 

Capaian 
(%) 

Sisa 
Anggaran 

Sisa Anggaran 
Keterangan 
(Tercapai 

jika capaian 
>76%) 

Tingkat 
Efisiensi 

(%) 

(Rp) (Rp) (Rp) % 

1 2 3 4 5 6=5/4*100% 7 8 9=8/7*100% 10=7-8 11=10/7*100% 12 13 = 6-9 

Menengah 

1.1.2.11.01.
0004 

Penyelenggaraan 
Promosi Dalam 
dan Luar Negeri 

Persentase 
Keberhasilan 
Penyelenggaraan 
Promosi Dalam dan 
Luar Negeri 

100% 126,36% 126,36% 4.624.273.386 4.223.716.802 91,34% 400.556.584 8,66% Tercapai 35,02% 

1.1.2.11.01.
0008 

Pembinaan Wajib 
Daftar Perusahaan 

Persentase 
Keberhasilan 
Pembinaan Wajib 
Daftar Perusahaan 

100% 99,32% 99,32% 765.819.714 695.876.384 90,87% 69.943.330 9,13% Tercapai 8,45% 

1.2.2.06 Urusan Pilihan - Perdagangan             

1.2.2.06.02 Program 
Perlindungan 
Konsumen dan 
Pengamanan 
Perdagangan 

Persentase 
peningkatan Jumlah 
tempat usaha 
perdagangan yang 
tertib ukur 

15% 22,03% 146,87% 3.162.256.041 2.353.390.719 74,42% 808.865.322 25,58% Tercapai 72,45% 

    Persentase 
Peningkatan jumlah 
Ukur Takar Timbang 
dan 
Perlengkapannya 
(UTTP) yang Tertib 
ukur 

3% 29,05% 968,33%           Tercapai 968,33% 

1.2.2.06.02.
0002 

Peningkatan 
Pengawasan 
Peredaran Barang 
Dan Jasa 

Persentase 
Keberhasilan 
Peningkatan 
Pengawasan 
Peredaran Barang 
Dan Jasa   

100% 130,12% 130,12% 804.918.919 692.600.427 86,05% 112.318.492 13,95% Tercapai 44,07% 

1.2.2.06.02.
0003 

Fasilitasi 
Penyelesaian 
Permasalahan-
permasalahan 
Pengaduan 
Konsumen 

Persentase 
Keberhasilan 
Fasilitasi 
Penyelesaian 
Permasalahan-
permasalahan 
Pengaduan 

100% 100,00% 100,00% 464.481.929 404.337.084 87,05% 60.144.845 12,95% Tercapai 12,95% 
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No 
Urusan/Program/K

egiatan 

Indikator 
Program/Tolak Ukur 

Kinerja 
Target Realisasi* 

Capaian 
(%) 

Alokasi 
Anggaran 

Realisasi 
Anggaran** 

Capaian 
(%) 

Sisa 
Anggaran 

Sisa Anggaran 
Keterangan 
(Tercapai 

jika capaian 
>76%) 

Tingkat 
Efisiensi 

(%) 

(Rp) (Rp) (Rp) % 

1 2 3 4 5 6=5/4*100% 7 8 9=8/7*100% 10=7-8 11=10/7*100% 12 13 = 6-9 

Konsumen 

1.2.2.06.02.
0001 

Pelayanan UPTD 
Metrologi Legal 

Persentase 
Keberhasilan 
Pelayanan UPTD 
Metrologi Legal 

100% 159,64% 159,64% 1.892.855.193 1.256.453.208 66,38% 636.401.985 33,62% Tercapai 93,26% 

2.2.2.02 Penunjang Urusan - Sarana dan Prasarana Perkantoran             

2.2.2.02.01 Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Indeks Kepuasan 
Karyawan terhadap 
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

70%  74,45% 106,37% 1.709.864.679 1.475.082.455 86,27% 234.782.224 13,73% Tercapai 20,10% 

2.2.2.02.01.
0002 

Penyediaan 
Barang Dan Jasa 
Perkantoran 

Persentase 
Keberhasilan 
Penyediaan Barang 
Dan Jasa 
Perkantoran 

100% 93,36% 93,36% 1.709.864.679 1.475.082.455 86,27% 234.782.224 13,73% Tercapai 7,09% 

2.2.2.02.03 Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Indeks Kepuasan 
Karyawan terhadap 
Program Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

70%  68,77%  98,24% 1.755.398.001 1.591.527.737 90,66% 163.870.264 9,34% Tercapai 7,58% 

2.2.2.02.03.
0002 

Pengadaan Dan 
Pemeliharaan 
Sarana Dan 
Prasarana 
Perkantoran 

Persentase 
Keberhasilan 
Pengadaan Dan 
Pemeliharaan Sarana 
Dan Prasarana 
Perkantoran 

100% 185,60% 185,60% 1.755.398.001 1.591.527.737 90,66% 163.870.264 9,34% Tercapai 94,94% 

 
  Total Anggaran 

      18.970.929.406 16.789.539.738 88,50% 2.181.389.668 11,50% Tercapai   

 

Keterangan : * https://econtrolling.surabaya.go.id/index.php/ dan http://www.bappeko.surabaya.go.id/monev2016/ 

        ** https://epayment.surabaya.go.id:9191/akuntansi2016/  

 



42 | L K j  2 0 1 6  
 

Sisa anggaran tahun 2016 sebesar Rp 2.181.389.668 dapat diuraikan 

sebagaimana tabel berikut :  

Tabel 3.15 

Sisa Anggaran Belanja Langsung 

NO KEGIATAN ALASAN 

1. Pelayanan Perijinan di 

Bidang Perdagangan 

dan Perindustrian 

KETENTUAN mengenai pelimpahan kewenangan dan prosedur 

penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP) yang diatur dalam :  

 

(1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 tentang 

Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012; 

 

(2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara 

Elektronik Di Kota Surabaya. 

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

Hal ini diikuti dengan berlakunya Perwali Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

menyebutkan bahwa perizinan SIUP dan TDP penyelenggarannya 

melalui PTSP sehingga kewenangan beralih ke BKPPM dan tidak 

di Disperdagin lagi sejak berlakunya Perwali tersebut yaitu tanggal 

1 Februari 2016 

2. Fasilitasi 

Pengembangan UKM 

Tidak optimalnya penyerapan belanja sertifikasi Merk yang 

ditargetkan 150  UKM hanya terealisasi 85 UKM disebabkan 

kelemahan UKM dalam memenuhi dan melengkapi persyaratan 

administrasi 

3. Fasilitasi 

Pengembangan Usaha 

Industri di Kampung dan 

Sentra 

Sisa anggaran adalah sisa mati dari penyesuaian harga barang 

serta pajak. Disamping ada penambahan uang kinerja yang tidak 

dapat terserap dengan optimal. 

4. Pembinaan dan 

Pengawasan Usaha 

Industri Kecil dan 

Menengah 

Sisa anggaran dari belanja listrik yang tidak dapat diserap optimal, 

karena aktivitas sentra belum berjalan secara maksimal. 

5. Penyelenggaraan 

Promosi Dalam dan 

Luar Negeri 

Adanya efisiensi penggunaan anggaran serta belanja makanan dan 

minuman yang tidak bisa dilakukan penyerapan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

6. Pembinaan Wajib Daftar 

Perusahaan 

Adanya efisiensi penggunaan anggaran serta belanja makanan dan 

minuman yang tidak bisa dilakukan penyerapan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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NO KEGIATAN ALASAN 

7. Peningkatan 

Pengawasan Peredaran 

Barang Dan Jasa 

Kebijakan Pemerintah Kota terkait rasionalisasi dan efisiensi 

anggaran untuk sewa kendaraan dan belanja makanan dan 

minuman serta beberapa pos komponen belanja realisasi harga 

pasar  dibawah pagu anggaran, sehingga capaian penyerapan 

tidak optimal 

8. Fasilitasi Penyelesaian 

Permasalahan-

permasalahan 

Pengaduan Konsumen 

Kebijakan Pemerintah Kota terkait rasionalisasi dan efisiensi 

anggaran untuk belanja makanan dan minuman menyebabkan 

realisasi anggaran tidak optimal 

9. Pelayanan UPTD 

Metrologi Legal 

2. Karena Menyesuaikan harga dari pertamina untuk belanja bakar 

minyak dan gas 

3. Menyesuaikan rekening tagihan 

4. Terdapat sisa pengadaan 

Gagalnya pelaksanaan pengadaan lelang untuk belanja modal 

pengadaan alat ukur (test bench meter air) dikarenakan 

keterbatasan waktu penyelesaian pekerjaan. 

10. Penyediaan Barang Dan 

Jasa Perkantoran 

Sisa anggaran pada belanja makanan dan minuman , listrik dan 

telepon. Anggaran belanja makanan dan minuman rapat tidak boleh 

diserap karena adanya penghematan anggaran belanja sesuai 

dengan Surat Edaran dari Sekretaris Daerah tanggal 6 September 

2016 Nomor : 900/9459/436.2.2/2016 perihal penghematan dalam 

rangka pelaksanaan APBD K ota Surabaya TA.2016 dan tanggal 

27 September 2016 Nomor : 900/9829/436.2.2/2016 perihal 

pelaksanaan penghematan APBD Kota Surabaya TA.2016. 

11. Pengadaan Dan 

Pemeliharaan Sarana 

Dan Prasarana 

Perkantoran 

Sisa anggaran pada Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan uang 

kinerja yang diserap sesuai dengan hasil generate. 

 

 

 

 

 

 


























































